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Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengelolaan obat yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pelaporan, evaluasi dan penghapusan obat di RSU Anutapura Palu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan sudah sesuai  SOP Rumah Sakit dengan metede konsumsi.Pemilihan jenis obat tidak selalu tetap karena kasus penyakit dan kunjungan pasien tidak bisa diprediksi. Proses pengadaan mengacu pada peraturan Presiden No.95 Thn 2007 dengan cara pembelian langsung. Ketidaksesuain penerimaan disebabkan tidak tersedianya obat ditingkat distributor.Proses penyimpanan belum sesuai aturan kerena kodisi ruang penyimpanan belum memenuhi syarat. Proses distribusi dengan system peresepan dan penyedian ruangan. Distribusi obat sesuai resep belum terlayani sepenuhnya karena adanya penulisan resep dan ketersediaan obat tidak sesuai dengan formularium.Evaluasi belum maksimal dan salah satunya yang dilaksanakan adalah stok opname disetiap akhir tahun.

Kata Kunci : Pengelolan, SOP rumah sakit AnutaPura Palu, ketersediaan obat.

Abstract
The aim of the research is to analyze the process of drug management involving planning, supply, receipt, storage, distribution, recording of eporting, evaluation and drug removal in Regional Public Hospital Anutapura in Palu city. The results reveal that planning process is already in accordance with hospitals’ procedure operational standard with consumption method. The selection of the types of drug is not always appropriate because the case of diseases and patients’visit could not be predicted. Supplyng process refers to President Regulation Number 95 Year 2007 with direct purchase method. The unsuitability of acceptance is caused by unavailability of drugs in distributor level. Storage  process is not in line with rules because the condition of storage is not qualifield. Distribution process is line with prescription system and room supply. Drug distribution based on prescription is not completely served because the availability of prescription formularium of drugs is not appropriate. Evalutions are not maximal and one of them is opname stock done at the end of each year.









Menurut Departemen Kesehatan RI tentang standar pelayanan Rumah Sakit. Hal tersebut diperjelas dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 333/Menkes/SK/XII/1999 pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari system pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayan pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Obat dapat meningkatkan derajat kesehatan, menembahkepercayaan dan terlibat dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumahsakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu.
Instalasi farmasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit. Farmasi rumah sakit adalah seluruh aspek kefarmasian yang dilakukan di suatu rumah sakit. Jadi instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri (Siregar J. P,  2004).
Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan  farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kegiatannya mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan monitoring dan evaluasi (DepKes RI,  2010).
Dalam dokumen anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Anutapura Palu tahun 2011, total biaya yang dialokasikan untuk kegiatan program upaya kesehatan masyarakat sebesar Rp.13.960.892.000 dari total biaya tersebut biaya yang disediakan untuk pengadaan obat dan bahan farmasi sebesar Rp.5.750.086.000,- (41,12%). Jumlah anggaran yang tidak cukup untuk pengadaan obat sebanyak 2.552 item dan bahan farmasi sebanyak 2.562 item yang tersedia dari alat kesehatan habis pakai, bahan kimia dan gas medik.
Ketersediaan obat di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu masih sering terjadi kekosongan, sehingga tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pasien. Pada tahun 2011 terjadi kekosongan obat sebanyak 266 item obat. Namun sebaliknya terjadi juga ketersediaan obat yang berlebihan sehingga tidak terpakai seluruhnya, bahkan menjadi kadaluarsa sebanyak 44 item dengan nilai uang sebesar Rp.8.900.010,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

2.	METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini yang akan dilakukan dengan menggunakan metode  kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamia (natural setting), dimana peneliti adalah instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010).









Hasil wawancara terkait dengan perencanaan obat dengan indikator  pemilihan jenis obat dalam pengelolaan obat  disimpulkan bahwa  Proses Perencanaan obat sesuai SOP rumah sakit dengan menggunakan metode konsumsi dan berdasarkan kasus penyakit. Terkadang dalam perencanaan obat tidak sesuai  dengan kebutuhan pasien, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Hal ini terjadi karena kasus penyakit tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan pasien tidak segera dapat terpenuhi. Kesimpulan ini menghasilkan konsep emik yaitu Proses Perencanaan obat sesuai SOP rumah sakit dengan menggunakan metode konsumsi. 
Proses penyusunan perencanaan kebutuhan  obat di RSU. Anutapura Palu  meliputi :
a)	Setiap unit perawatan dan Unit penunjang medis di RSU ANUTAPURA PALU membuat  daftar usulan kebutuhan obat untuk persediaan ruangan dan unit perawatan.
b)	Daftar usulan kebutuhan  obat tersebut diajukan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan untuk bahan pakai habis kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang. 
c)	Selanjutnya daftar usulan kebutuhan  obat tersebut diteruskan kepada Instalasi farmasi sebagai bahan untuk menyusun rencana kebutuhan obat dalam satu tahun 
d)	Sedangkan untuk obat yang digunakan untuk pelayanan resep direncanakan langsung dibuat perhitungannya oleh  Instalasi Farmasi.
e)	Daftar usulan  perencanaan dikonsultasikan dengan Komite Farmasi terapi yang selanjutnya ditandatangani oleh direktur RSU. Anutapura Palu.
f)	Daftar usulan kebutuhan obat tersebut dijadikan dasar untuk pengajuan anggaran obat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh panitia penyusunan RKA di rumah sakit.




Berdasarkan  telaah dokumen adanya ketidak sesuaian perencanaan dan pengadaan tahun 2011 adalah  terdapat 31 jenis obat dengan nama generik untuk pelayanan jamkesda dan jamkesmas yang tidak diadakan karena tidak tersedia dipasaran disebabkan karena pabrik tidak memproduksinya.




Dari hasil wawancara terkait  penerimaan obat dengan indikator  prosedur penerimaan  obat dalam pengelolaan obat  dapat disimpulkan bahwa Proses penerimaan obat di RSU. Anutapura Palu sudah sesuai  SOP rumah sakit  yang telah ditetapkan oleh direktur yaitu diperiksa olah panitia pemeriksa barang kemudian diterima oleh panitia penerima barang dan selanjutnya diserahkan kepada Instalasi Farmasi RSU. Anutapura Palu.
Penelitian analisis pengelolaan obat Di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu meliputi 7 variabel yang masing-masing variabel terdiri dari beberapa  sub variabel yang merupakan substansi dari penelitian yang akan dibahas dalam pembahasan hasil penelitian ini.
Pemilihan jenis obat
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa  Proses perencanaan obat mengikuti SOP rumah sakit dengan menggunakan metode konsumsi dan berdasarkan kasus penyakit. Hal tersebut sesuai petunjuk dalam standar pelayanan farmasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi yang menyatakan tentang keharusan adanya kebijakan prosedur setiap kegiatan pengelolaan obat di Rumah Sakit.  
Di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu  setiap tahapan kegiatan pelayanan dibuat suatu prosedur tetap atau standar operasional (SOP) sebagai kebijakan yang dibuat oleh direktur rumah sakit,  yang merupakan acuan untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk pelayanan farmasi, standar operasional yang buat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi dan Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah sakit.
Dalam penelitian ini didapatkan bahwa terkadang dalam perencanaan obat tidak sesuai  dengan kebutuhan pasien, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Hal ini terjadi karena kasus penyakit tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan pasien tidak segera dapat terpenuhi.
Selain pelayanan jamkesda, Rumah Sakit Umum Anutapura Palujuga melayani pasien asurasi yaitu ASKES. Askes menerapkan sistim rujukan sehingga pasien yang berobat dirumah sakit adalah rujukan dari puskesmas dan dokter keluarga di wilayah Kota Palu. Hal ini menyebabkan prediksi kasus yang akan terjadi lebih sulit, demikian halnya dengan perencanaan obat dalam hal pemilihan jenis obat juga harus mengikuti pola kasus yang terjadi sehingga menyebabkan sering  kesulitan dalam menentukan pemilihan jenis obat. 

Anggaran
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran belanja obat bersumber dari anggaran pemerintah yaitu APBD Kota Palu dan APBD Pendamping dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan 35% dari masing- masing kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan di anggarkan untuk obat.
Hal utama yang menjamin tersedianya obat bagi masyarakat adalah terjaminnya pembiayaan yang memadai secara berkelanjutan. Penyediaan biaya yang memadai dari pemerintah sangat menentukan ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial oleh masyarakat. (DepKes, 2006).
Dana belanja pengadaan obat di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu tahun 2010 tidak mencukupi untuk pengadaan obat sesuai plafon dana yang direncanakan  pada daftar kebutuhan obat untuk masing- masing jenis pelayanan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu  yaitu untuk Jamkesda  Rp 1.303. 703.076, 00, untuk Askes Rp 1. 757. 281. 924,00 , untuk Jamkesmas Rp 394. 155. 120,00, untuk pelayanan umum Rp 2.311. 482.132, 00.
Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Rumah Sakit Umum Anutapura Palu tahun 2010 tertera  jumlah dana untuk belanja bahan  obat- obatan yang meliputi obat, bahan/alat habis pakai, bahan kimia/laboratorium, bahan radiologi yang berasal dari  program upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan untuk sasaran pelayanan Askes, Umum, dan Jamkesmas   yaitu Rp 1.003.544.775,00  dan program peningkatan kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan gratis dari pendamping APBD propinsi sebesar Rp 1.444.752.130,00  serta program peningkatan kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan gratis APBD propinsi sebesar Rp. 600.237.400,00. 
Realisasi belanja obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yaitu belanja obat untuk pelayanan jamkesda Rp 577. 011. 504,00 untuk  Askes Rp 781.221.509, 00 untuk Jamkesmas Rp 74. 663. 797,00 untuk umum sebesar Rp 70. 885. 390,00.




Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a)	RSU Anutapura Palu bersumber dari APBD Kota Palu dan APBD Propinsi Sulawesi Tengah. 35% dari anggaran peningkatan pelayanan kesehatan untuk belanja obat dan bahan pakai habis tidak mencukupi kebutuhan obat di rumah sakit.
b)	Dalam pengadaan obat di RSU Anutapura Palu sudah sesuai Standar Operasional  rumah sakit dengan menggunakan metode pembelian langsung. Pengadaan dan pesanan sering tidak sesuai.
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